LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6651 PERINDUSTRIAN. Produk Halal. Jaminan. Bahan.
Proses. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut
agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk
agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara
berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan
Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Namun saat ini
Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.
Penyusunan Peraturan Pemerintah ini merupakan delegasi dari
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum
dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan Produk yang masuk,
beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.
Pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain
mengenai:
a. penyelenggaraan JPH oleh BPJPH;
b. pemisahan lokasi, tempat, dan alat PPH yang wajib dipisahkan dari
lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses
penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,

pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk;
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c. tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan
persetujuan pendirian LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian
Auditor Halal;

d. hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas,
dan fasilitasi Penyelia Halal,

e. tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan
Sertifikat Halal oleh BPJPH;

f.  kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang

memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH;

pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal,

h. pengawasan JPH oleh BPJPH;

7q

i. kerja sama dalam penyelenggaraan JPH oleh BPJPH dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan
usaha kecil dan menengah, dalam negeri, luar negeri, dan lembaga
pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan
makanan, standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi
serta LPH dan MUI;

j-  sertifikasi Produk dan registrasi Sertifikat Halal bagi Produk luar
negeri; dan

k. jenis Produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal
jenis Produk setelah pemberlakuan wajib Sertifikat Halal bagi

Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
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Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Produk tidak halal” adalah produk yang
menggunakan atau mengandung bahan berasal dari dan/atau
mengandung babi, alkohol yang berasal dari pengolahan
khamar, hewan yang disembelih tidak sesuai syariat, dan bahan
tidak halal yang ditetapkan berdasarkan fatwa MUI.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
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Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “proses lainnya yang mempengaruhi
pengolahan pangan” antara lain alat sampling, alat uji di

laboratorium internal pelaku usaha, dan alat pencucian.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
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Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kerja sama lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan
perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga
keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam
berbadan hukum dengan badan usaha milik negara atau Badan
Pengawas Obat dan Makanan antara lain memuat ketersediaan

Auditor Halal, laboratorium, dan/atau fungsi LPH lainnya.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud “ulama” adalah ahli agama tentang syariat
kehalalan Produk yang berasal dari organisasi kemasyarakatan
Islam berbadan hukum.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
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Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sarjana strata 1 (satu) di bidang
pangan" meliputi sarjana pangan, teknologi pangan,
pertanian, teknologi pertanian, perikanan, peternakan,
kehutanan, kedokteran hewan, dan gizi.
Yang dimaksud dengan "sarjana strata 1 (satu) di bidang
biokimia" adalah ahli di bidang ilmu yang mempelajari
proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang
berhubungan dengan organisme hidup.
Yang dimaksud dengan "tata boga" adalah suatu disiplin
ilmu terkait dengan seni dalam menyiapkan, memasak, dan
menghidangkan makanan siap saji. Kualifikasi ilmu ini
dapat diperoleh melalui jenjang strata 1 (satu) lainnya.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
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Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.
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Pasal 65
Yang dimaksud dengan “sistem JPH” adalah suatu sistem yang
terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk
mengatur Bahan, proses produksi, Produk, sumber daya, dan

prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.
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Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Peraturan BPJPH tentang Pendampingan PPH bagi Pelaku Usaha
mikro dan kecil meliputi antara lain pelatihan pendamping,
mekanisme pendampingan, serta pendataan dan registrasi

pendamping.

Pasal 81
Ayat (1)
Pelaku Usaha mikro dan kecil yang tidak dikenai biaya
didasarkan pada kriteria dan prioritas yang diatur dalam
Peraturan Badan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.
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Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

BPJPH merupakan badan

layanan umum, maka dalam

menetapkan tarif layanan harus dilakukan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan biaya
sertifikasi halal untuk komponen biaya pemeriksaan dan/atau
pengujian yang dilakukan oleh LPH berdasarkan dinamika
perkembangan JPH dan kompleksitas pemeriksaan dan/atau
pengujian.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan dapat mendelegasikan penetapan komponen biaya
pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan oleh LPH
kepada BPJPH.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 86
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
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Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak

mengikat” antara lain tanggung jawab sosial perusahaan atau

badan usaha, saluran zakat, infaq, dan sedekah, atau skema-

skema filantropi.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.
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Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain LPH, akuntan
publik, lembaga survei, atau lembaga swadaya masyarakat yang

bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.
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Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "kode sistem harmonisasi" atau
harmonized system codes adalah bahasa numerik secara
klasifikasi Produk atau bahan Produk sebagai standar

internasional untuk pelaporan barang di bea cukai dan instansi



terkait.
Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
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Yang dimaksud dengan "jasa" adalah setiap layanan dan

unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang

dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain

dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen

atau Pelaku Usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan

“makanan”

mencakup pangan

olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “minuman” mencakup pangan
olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “obat” mencakup obat tradisional,
suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
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Huruf c
Yang dimaksud dengan “jasa penyembelihan” contohnya
rumah potong hewan atau rumah potong unggas, dan
sejenisnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.
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Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.
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